WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

TENTANG

PENETAPAN RUMAH DINAS/JABATAN WAKIL WALI KOTA BEKASI

Menimbang :

Mengingat

WALI KOTA BEKASI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah
jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan;

bahwa dalam hal Pemerintah Kota Bekasi belum dapat
menyediakan rumah jabatan maka Pemerintah Kota
Bekasi dapat menetapkan rumah Kepala Daerah
menjadi rumah jabatan dan atau melakukan sewa
untuk dijadikan rumah jabatan dengan diberikan
biaya operasional, biaya pemeliharaan dan penyediaan
barang inventaris;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemanfaatan
Rumah Tinggal Menjadi Rumah Jabatan Wali Kota
Bekasi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi ~ Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota bekasi
Tahun 2022 Nomor 13);




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth:

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);

1. Berita Acara Rapat Nomor 000.1.4/49/SETDA.UM
Tanggal 27 Februari 2025 tentang Rapat
Pemilihan/Penetapan Rumah Jabatan untuk Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2025-2030.

2. Perjanjian Kerja Sama antara Hertin Ratna Juwita dan
Pemerintah Kota Bekasi Nomor 1781 Tahun 2024
Tanggal 26 September 2024 tentang Sewa Menyewa
Rumah Beserta Peralatan dan Perlengkapan Rumah
Tangga Untuk Rumah Dinas/ Jabatan Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Penetapan Rumah Sewa yang diperuntukan untuk Kepala
Daerah menjadi Rumah Dinas/Jabatan Wakil Wali Kota
Bekasi.

Penetapan rumah dinas/jabatan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU berupa tanah dan bangunan yang
merupakan milik HERTIN RATNA JUWITA beralamat :
Perumahan Villa Meutia Kirana Jl. Cut Meutia D1 No 12
Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota
Bekasi.

Penetapan rumah dinas/jabatan sebagaimana Diktum
KESATU, sampai dengan Bulan September 2025.

Segala biaya yang timbul dalam rangka Pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bekasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila
dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2025

WALI KOTA BEKASI,

;\/\N/

TRI ADHI O TJAHYONO

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.



